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KOMUNIKASI @ 2014 :
DASAR PEMIKIRAN

MENGAPA 2014?

Tahun 2014 merupakan pusat perhatian kehidupan nasional dewasa ini. Hampir semua media
dan kegiatan komunikasi di semua bidang — politik, ekonomi, hukum, kesehatan, pendidikan,
kebudayaan, bahkan hiburan — hampir tidak bisa sama sekali melepaskan diri dari keterkaitan (paling
tidak pengkait-kaitan) dengan langkah-langkah menghadapi Pemilihan Umum 2014. Peristiwa ini
bukan saja dilihat sebagai penentuan orang-orang yang akan menjadi presiden dan legislator untuk
lima tahun (2014 - 2019). Namun lebih jauh lagi : apakah akan dapat meletakkan dasar perubahan
(transformasi) yang kuat bagi masa depan tanpa segala kekurangan, kegagalan, ketidakadilan, dan
kepentingan yang terjadi selama ini.

MENGAPA KOMUNIKASI?

Pertarungan untuk memenangi ke dua lembaga tertinggi negara itu sudah dirasakan secara sengit sejak
jauh hari, dengan mempergunakan segala cara dalam komunikasi. Baik yang terbuka atau tertutup,
adu argumen atau kegiatan, pencitraan positif maupun perusakan citra, berbagai macam ragam
jajak pendapat, baik yang representatif, manipulatif, ataupun yang misinterpretatif. Bagaimanapun,
tidak ada strategi ataupun langkah taktis dalam kegiatan pemilu, yang tidak mengandalkan tindakan
komunikasi, termasuk kesengajaan untuk tidak berkomunikasi pada saat tertentu. Oleh karena itu,
seluruh manusia komunikasi Indonesia - baik yang ilmuwan, peneliti, pengamat, pengajar, analis,
perencana, praktisi atau pelaksana, di kalangan khalayak ataupun di media, dan sebagainya - sangat
berminat mengikuti perkembangan 2014 ini dengan seksama.

Minat itu meningkat dalam menghadapi 2014 ini, mengingat dinamika perkembangan dunia
komunikasi yang sangat pesat, dipacu percepatan teknologi yang terus menerus.

Tema pokok dari Seminar Nasional ini adalah Komunikasi dan Pemilihan Umum 2014:
Persiapan, Pelaksanaan, dan Masa Depan. Inti paparan adalah masalah strategis komunikasi yang
potensial dapat terjadi terkait dengan pemilu (baik yang kini telah dapat diamati, hal yang dapat
terjadi dan perlu diawasi atau “didahului” dengan langkah pencegahan, maupun dampak positif
untuk masa depan yang perlu menjadi perhatian). Tema pokok ini dijabarkan dalam 4 sub tema sbb :

1) Komunikasi & Pendapat Umum
Membahas perkembangan teori pendapat umum dan pengaruhnya dalam proses demokrasi
seperti Pemilu, termasuk teknik, metodologi yang dipergunakan, quick count, electability/
popularity. Juga implikasi dan pengaruhnya terhadap pemilih yang sesungguhnya; etik
dari penyelenggara survey, dsb. Sub-topik ini penting karena di Indonesia telah dianggap
sebagai keharusan dan kebenaran, sehingga ada organisasi polling yang bertindak sebagai
konsultan untuk memenangi Pemilu.

2) Komunikasi & Issue Krusial.

Salah satu faktor yang sangat menentukan dalam Pemilu di sebuah negara demokrasi
seharusnya adalah sikap, pendirian atau komitmen seorang calon terhadap suatu issue. Sikap
inilah yang dapat meyakinkan pemilih bahwa calon akan betul-betul memperjuangkan
kepentingan rakyat jika menang Pemilu. Apa lagi jika tidak ada acuan yang harus dilakukan,
seperti GBHN atau Platform yang diputuskan bersama. Padahal banyak masalah berat
yang sekarang muncul karena tidak ada komitmen dan pendirian calon, antara lain soal
korupsi (misal hukuman pencabutan hak politik, dsb.), pengaturan rokok, impor pangan,
soal etnisitas dan keyakinan beragama, perda syariah, rokok dan keschatan, konsentrasi
kepemilikan televisi, hak perempuan dan anak, dsb.,
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3)

4

Komunikasi & Kepemimpinan

Bagaimana proses pembentukan kepemimpinan melalui komunikasi ? Benarkah
pencitraan kepada publik (seperti iklan, poster, dsb.) dapat membentuk pemimpin yang
pantas dipilih? Percayakah publik kepada pencitraan seperti itu, tanpa rekam jejak prestasi
yang sesungguhnya ? Apa yang dapat dijadikan acuan bagi pemilih yang selama ini tidak
mengenal calon, apa lagi Capres yang tinggal di pusat dan tidak pernah turun ke bawah?
Apa peranan dari berbagai mekanisme yang dibuat untuk menjadikan seorang “pemimpin”
patut dipilih, seperti Konvensi, Rapat Kerja Nasional, dsb? Apa kriteria orang yang pantas
jadi Presiden ? Kampanye anti calon, sering menonjolkan kekurangan seorang calon yang
tidak disukai; apakah ini efektif ?

Komunikasi Media & Pengaruh (Media Massa vs. Media Sosial).

Akhir-akhir ini banyak pendapat, bahwa yang menentukan keputusan memilih oleh para
pemilih adalah pengaruh media yang sangat besar. Dengan luasnya penggunaan teknologi
baru (handphone, Ipad, tablets, laptop, dsb.) muncul pula Media Baru dan Media Sosial
(Facebook, Twitter). Media yang mana yang sebenarnya lebih berpengaruh ? Khusus media
massa: koran, TV, media daerah ? Bagaimana pula etik komunikasi dan aturan Pemilu bagi
calon yang menjadi pemilik media sehingga dapat memonopoli informasi ?

Seminar Besar Nasional Komunikasi
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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya
sehingga prosiding Seminar Besar Nasional Komunikasi dengan tema “Komunikasi dan Pemilu
2014 : Persiapan, Pelaksanaan, dan Masa Depan” dalam rangka Hari Ulang Tahun Ikatan Sarjana
Komunikasi Indonesia (ISKI) ke 30 dan kongres ke VI ISKI dapat diterbitkan.

Tujuan diselenggarakan Seminar Besar Nasional Komunikasi adalah 1) membahas, menguji serta
memaparkan berbagai permasalahan komunikasi nasional Indonesia yang berhubungan dengan
Pemilihan Umum 2014; dan 2) mengemukakan segi-segi yang perlu diperhatikan serta diperbaiki,
agar Pemilu 2014 dapat terlaksana sebaik-baiknya demi kepentingan Bangsa. Ini adalah kesempatan
yang luar biasa dan langka untuk meningkatkan dan menguji kemampuan, serta memperdalam ilmu
pengetahuan komunikasi yang membumi dalam konteks Indonesia. Seminar yang diselenggarakan
oleh Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI) dirancang khusus guna mewadahi keperluan
tersebut.

Prosiding ini merupakan sumbangan insan komunikasi bagi Indonesia. Pemaparan topik/tema
dan permasalahan komunikasi nasional Indonesia yang dibahas dalam Seminar Besar Nasional
Komunikasi mempunyai relevansi yang tinggi untuk diteruskan kepada berbagai pihak yang
berwewenang dan disebarluaskan kepada masyarakat.

Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang mendukung

penyelenggaraan Seminar Besar Nasional Komunikasi dan penerbitan prosiding ini. Kami berharap
kegiatan dan prosiding ini memberikan manfaat bagi masyarakat komunikasi Indonesia.

Jakarta, 13 November 2013
Panitia Seminar Besar Nasional Komunikasi
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MEDIA MASSA, KETERBUKAAN INFORMASI
DAN KEKUASAAN NEGARA

Eko Harry Susanto
Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara Jakarta
ekohs@centrin.net.id, ekoharry@yahoo.com

ABSTRAK

Reformasi politik tahun 1998 menuntut media massa harus mengedepankan nilai - nilai demokratis
dan bebas dari tekanan pihak manapun. Untuk membangun media yang independen diperlukan
transparansi informasi dari kekuasaan negara. Hubungan integrative untuk mengedepankan perlunya
transparansi informasi memerlukan proses panjang meskipun sejumlah regulasi pers dan media sudah
ditetapkan dan mengamantakan agar media massa dan pemerintah menjalankan. Ditetapkannya
Undang — Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik seharusnya dapat
memberikan dukungan legalitas kepada media massa, untuk memperoleh informasi dari badan
public maupun institusi negara tentang kinerja penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada
public, agar diketahui oleh khalayak. Namun tidak mudah untuk membangun semangat bersama
antara media dan kekuasaan negara dalam menjunjung tinggi keterbukaan informasi. Ada dua
kutub hambatan yang krusial, pada satu sisi media massa yang memiliki keterbatasan fondasi
profesionalisme cenderung tidak transparan dan independen. Sedangkan kekuasaan negara secara
historis  menikmati hak — hak istimewa memanfaatkan media sebagai instrument politik dan

perilaku komunikasi paternalistik tetap melembaga.

Kata kunci : Media Massa, transparansi informasi, komunikasi paternalistik.
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PENDAHULUAN

Kemerdekaan berekspesi dan jargon demokratisasi yang disuarakan para elite dalam kekuasaan
negara mewarnai dinamika media massa di era reformasi politik. Namun substansi kebebasan
berekspresi yang berkaitan dengan tarnsparansi informasi, belum sepenuhnya dapat dilaksanakan
oleh media massa. Sebab budaya ketertutupan masih mendominasi karakter para pejabat publik
yang seharusnya justru mengedepankan keterbukaan dalam memberikan informasi kepada media
massa.

Peran media yang independen dan transparansi informasi merupakan faktor pendukung dalam
demokrasi kehidupan berbangsa dan bernegara. (Urofsky, 2001:2). Dalam konteks peran media
yang bebas dan independen, Anokwa, Lin dan Salwen, (2005: 5), menekankan perlunya peran pers
yang independen untuk mendukung demokrasi kehidupan bernegara.

Kebebasan pers sejalan dengan kebebasan individual mencakup pula bebas dari intervensi pihak
luar maupun dari kekuasaan pemerintah yang berkuasa. Sejalan dengan itu, Blake dan Haroldsen
(2003:79) menegaskan, “dalam masyarakat modern, media massa merupakan lembaga sosialisasi
pesan — pesan baik formal maupun informal yang penting dalam bermasyarakat”.

Karena itu, terlepas eksistensi media sosial yang lebih fleksibel dalam menyebarkan informasi,
media massa ataupun media mainstream tetap memiliki kekuatan sebagai rujukan informasi
masyarakat. Menurut McQuail (2005:58), “media beroperasi di ruang publik sesuai kepentingan
pengguna, kegiatan utamanya adalah memproduksi, mendistribusikan konten simbolik, dan
partisipasi bersifat professional, terarah serta bebas nilai kepentingan”.

Berdasarkan gambaran tersebut, yang diperlukan oleh masyarakat untuk mendukung pemerintahan
yang baik adalah keberadaan media massa yang tidak dipengaruhi oleh berbagai kekuatan sosial,
ekonomi maupun politik, danlebih mengedepankan transparansi informasi kepada khalayak. Namun
yang menjadi pertanyaannya, sejauhmana media massa di Indonesia dapat bersikap transparan,
independen, dan lepas dari pengaruh pemerintah. Tidak bisa diabaikan, bahwa budaya kekuasaan
paternalistik dan karakteristik tradisional yang cenderung menutup diri, masih melembaga dan
berpotensi menghambat kebebasan pers.

Memang kebebasan pers di negara maju sekalipun, tetap menghadapi problem tentang keterbukaan
informasi. Misalnya, Departemen Kehakiman Amerika Serikat bersikeras, menyita rekaman
telepon wartawan Associated Press (AP) yang dilakukan dalam penyelidikan kebocoran data
intelijen, dengan dalih melindungi warga AS. Masalah ini menjadi polemik yang mempertentangkan
kebebasan pers dan kebebasan memperoleh informasi dengan keamanan nasional. (Kompas, 16
Mei 2013). Padahal sesungguhnya Amerika Serikat juga memiliki peraturan tentang kebebasan
informasi publik yang dituangkan dalam Freedom of Information Act, tetapi ada batasan — batasan
tertentu dalam menangani masalah kemanan nasional (Susanto, 2007).
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Dengan tidak mengesampingkan upaya pemerintah yang masih berkeinginan mengontrol media
massa secara terselubung di era reformasi, tetapi pilihan untuk menegakkan transparansi dan
independensi media tetap harus dijaga. Menarik untuk dicermati sikap Majalah Tempo tentang
perlunya media yang bebas dari tekanan pihak manapun. “Independensi - kebebasan bekerja tanpa
tekanan pemerintah, pemilik media, pemasang iklan,atau siapapun-harus diperjuangkan. Tanpa
independensi, media kehilangan rohnya. Independensi tidak datang dari deklarasi atau klaim yang
dipidatokan terus menerus. Kemandirian harus diterapkan dan diuji coba dalam praktek sehari
— hari”. (Majalah Tempo, 30 Juni 2013). Intinya, media harus mengedepankan independensi dan
tidak boleh dimanfaatkan oleh pemegang kekuasaan maupun pihak manapun untuk mendukung
kepentingan politiknya.

LEGALITAS INDEPENDENSI MEDIA MASSA

Secara empirik, perbedaan persepsi dan kepentingan masyarakat dan media massa, tidak bisa lepas
dari perjalanan pers di Indonesia. Selama pemerintahan sebelum reformasi politik tahun 1998, ada
kecenderungan karakteristik media massa mengarah kepada Teori Media Pembangunan. Menurut
Denis McQuail (dalam Susanto, 2013:42), pendekatan teori tersebut, secara substantif, “media
seyogianya menerima dan melaksanakan tugas pembangunan positif sejalan dengan kebijaksanaan
yang ditetapkan secara nasional”. Demi kepentingan program pembangunan, negara memiliki hak
untuk campur tangan, atau membatasi, pengoperasian media, sarana penyensoran, subsidi, dan
pengendalian langsung terhadap media.

Selain itu, media seyogianya menerima dan melaksanakan tugas pembangunan positif sejalan
dengan kebijaksanaan yang ditetapkan secara nasional. Kebebasan dibatasi sesuai dengan prioritas
ekonomi dan pembangunan masyarakat, kebudayan dan bahasa nasional. Pola media pembangunan
ini lazim digunakan di negara — negara sedang berkembang. (Jayaweera dan Amunugama, 1987).
Sejalan dengan tuntutan demokrasi, saat ini hampir tidak ada lagi model pers pembangunan.
Walaupun dalam teori tanggungjawab sosial (social responsibility theory), masih ditemukan
karakter yang serupa pers pembangunan. Misalnya, didalam situasi tertentu, pemerintah mungkin
perlu campur tangan untuk mengamankan kepentingan publik. Kepentingan publik ditafsirkan
sebagai pembenaran berbagai bentuk campur tangan negara, meskipun sungguh — sungguh dijaga
sesedikit mungkin keterlibatannya (Mc Quail, 2005 : 172). bertujuan menyehatkan demokrasi.
Berdasarkan pendapat tersebut, sebelum reformasi politik di Indonesia tahun 1998, kehidupan
media massa condong pada fokus media pembangunan. Namun sejalan dengan semangat reformasi
kenegaraan yang menuntut kebebasan berkomunikasi, maka muncul kemerdekaan media. Melalui
UU No.40/1999 tentang Pers dan UU No.32 Tahun 2004 tentang Penyiaran, media massa harus
independen, transparan dan lepas dari tekanan pihak manapun yang memiliki kepentingan ekonomi
maupun politik.

Ditegaskan dalam UU Pers, bahwa pers sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan

pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan
sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan
dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun. Sedangkan UU
Penyiaran menyatakan, bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi
melalui penyiaran adalah perwujudan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara, dilaksanakan secara bertanggung jawab, selaras dan seimbang antara kebebasan dan
kesetaraan menggunakan hak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
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Hakikatnya UU Pers maupun UU Penyiaran yang memiliki semangat kemerdekaan berkomunikasi
tersebut, berupaya untuk mengatur kebebasan informasi yang melekat pada fungsi media dalam
kaitannya dengan mencari, mengolah dan menyebarluaskan informasi, fungsi-fungsi sosial media,
pengaturan organisasi media dan relasi antara media dengan masyarakat maupun negara dalam
bingkai demokratisasi sejalan dengan tuntutan reformasi politik di Indonesia.

Melalui peraturan pers dan penyiaran yang mengarah untuk menempatkan media pada posisi
independen, demokratis dan transparan, maka elite di tubuh kekuasaan pemerintah, dengan
segala otoritas yang dimiliki, harus memposisikan media sebagai institusi bebas yang tidak bisa
dipakai instrumen politik dalam menjalankan kekuasaan dan sesuai ketentuan wajib memberikan
informasi yang dibutuhkan oleh media. Menurut McQuail ( dalam Susanto, 2013 :43), karakter pers
bebas antara lain, publikasi seyogianya bebas dari penyensoran pendahuluan oleh pihak ketiga,
tindakan penerbitan dan pendistribusian sebaiknya terbuka bagi setiap orang atau kelompok, tanpa
memerlukan ijin atau lisensi.

Dalam perkembangannya, teori ini sudah tidak sejalan dengan kebebasan komunikasi, karena
tidak terlalu banyak membahas mengenai informasi dan isu — isu kemerdekaan yang muncul dalam
kondisi terbaru dari masyarakat, termasuk akses, kerahasiaan, privasi, hak properti dan lian — lain.
Dalam kajian baru, teori pers bebas ini lebih mengarah kepada Model Pluralis Liberal atau pasar
(Liberal pluralist or market model) yang lebih berfokus kepada kepentingan publik dalam pasar
bebas ide. (McQuail, 2005 :185). Memang dalam kompleksitas kebebasan pers dan persaingan
bisnis yang menguat, maka kepentingan publik yang beragam menjadi perhatian utama media.

REGULASI TRANSPARANSI INFORMASI

Regulasi yang berhubungan dengan pers dan media mengakui hak dan tanggungjawab media
untuk mencari, mengolah dan menyebarluaskan informasi secara bebas. Tetapi didalamnya tidak
mengatur kewajiban nara sumber, khususnya pejabat publik ataupun pemegang kekuasaan negara
untuk memberikan informasi kepada wartawan sebagai pekerja media. Akibatnya, pejabat publik
dengan mudah menolak permintaan informasi publik dari wartawan, meskipun sesungguhnya
informasi tersebut sangat dibutuhkan masyarakat sebagai landasan bersikap dan bertindak.

Beberapa problem yang dialami media menyangkut informasi publik antara lain adalah, (1)
informasi publik tidak tersedia, padahal sangat urgens untuk segera disampaikan kepada publik. (2)
Informasi terlambat diberikan, sehingga kehilangan relevansi dan nilai, karena jurnalisme menuntut
kecepatan penyampaian informasi.(3) Informasi diklaim rahasia secara sepihak, tanpa penjelasan
yang memadai dan tanpa mempertimbangkan kepentingan publik yang lebih luas untuk mengetahui
informasi tersebut. (4) Mekanisme pelayanan informasi yang buruk, tidak jelas petugas atau bagian
mana yang melayani akses informasi publik, sehingga wartawan sering di-“ping-pong” kesana-
kemari. (5) Akses informasi yang asimetris: hanya wartawan yang dekat dengan pejabat tertentu yang
mendapatkan informasi atau dokumen. Sementara wartawan yang mencoba menempuh prosedur
formal atau yang tidak mempunyai kedekatan dengan pejabat, tidak mendapatkan informasi atau
dokumen yang dibutuhkan. (SET, 2009 : 7)

Hambatan media dalam memperoleh informasi dari badan publik tersebut, menjadi salah satu
pendorong ditetapkannya Undang — Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi
Publik (KIP). Melalui peraturan yang memiliki semangat membangun masyarakat informasi
Indonesia yang sejahtera ini, badan publik wajib memberikan informasi publik yang transparan
kepada media massa menyangkut kinerja dan pertanggungjawabannya kepada rakyat. Undang —
Undang No.14 Tahun 2008, merupakan salah satu produk legilasi yang sejalan dengan prinsip
hak masyarakat untuk tahu.
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Terdapat 4 (empat) klasifikasi informasi dalam UU No. 14/2008 yang dijadikan landasan dalam
mengelola informasi publik, yaitu (1) Informasi yang Wajib Diumumkan secara berkala, mencakup
kinerja, laporan keuangan dan informasi lain yang diatur oleh peraturan perundangan. (2) Informasi
yang Wajib Diumumkan Serta Merta, informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak
dan ketertiban umum. (3) Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat, antara lain meliputi perjanjian
dengan pihak ketiga, prosedur kerja dan laporan pelayanan akses informasi. (4) Informasi Yang
Dikecualikan, tidak bisa diinformasikan kepada media massa karena jika dibuka akan merugikan
negara maupun individu.

Perkecualian informasi publik yang terdapat dalam UU No. 14/2008, bukan ketentuan yang dipakai
oleh institusi publik untuk menghindar dari kewajiban menyampaikan informasi kepada media
massa. Tetapi digunakan sebagai rujukan memilah informasi yang bersifat terbuka atau tertutup
yang dapat diakses oleh para jurnalis.

Meskipun regulasi di bidang media sudah diperkuat dengan keberadaan UU No.14/2008, tetapi
tidak bisa berjalan maksimal. Kekuasaan negara tetap berupaya membuat jarak dengan tidak
transparan terhadap media massa. Ketertutupan menyulitkan media massa untuk memperoleh
informasi kinerja pemerintah yang menjadi tanggungjawabnya.

Kondisi ini, tidak terlepas dari perjalanan panjang politik kekuasaan yang menempatkan media
massa sebagai instrumen politik pemerintah. Di sisi lain, birokrasi pemerintah juga tidak bisa
melepaskan diri dari karakteristik masyarakat paternalistik, yang memposisikan diri sebagai
kelompok dominan yang berhak mengontrol berbagai hal termasuk media .

Menurut Hamijoyo (2003 : 23), karakter paternalistik antara lain berorientasi kepada atasan atau
penguasa, sehingga menghambat munculnya sikap mandiri, inovatif dan kreatif dalam organisasi
pemerintahan. Kurang patuh terhadap disiplin bersumber pada rasa takut dan taat hanya kalau ada
atasannya yang mengawasi. Dapat dimaklumi karena orientasi mereka hanya kepada atasan bukan
kepada prinsip atau aturan.

Sedangkan karakter tradisional yang juga menghambat transparansi informasi , adalah sikap
tertutup, kurang terbuka pada yang lain atau yang datang dari luar merupakan sikap dan perilaku
yang khas. Mentalitas kebersamaan sangat menonjol dibanding individual . kebersamaan itu sendiri
sebagai sikap dan perilaku memang mengandung nilai — nilai yang baik . Namun jika direntang
terlampau jauh, memang menimbulkan mentalitas Konformisme dan penyakit ketergantungan
serta mematikan sikap kemandirian.

Dampak perilaku statik dan tradisional yang cenderung tunduk kepada kekuasaan dan berupaya
menutup diri, melekat pula dalam birokrasi pemerintahan di Indonesia. Karena itu aparat badan
publik sulit untuk menjalankan fungsiideal dalam mengelola informasi secara terbuka sebagaimana
diatur dalam UU KIP.

Tidak dapat disangkal, bahwa ketertutupan menyulitkan media massa, untuk memperoleh
informasi kinerja pemerintah yang menjadi tanggungjawabnya. Menurut Manan (2013: 24), media
bukan sebatas menyalurkan informasi dan opini dari kekuasaan negara saja, tetapi ada berbagai
fungsi negara yang dijalankan pers atau media, yaitu (1) media menjadi kunci penting kelancaran
komunikasui penyelenggara negara dengan public, (2) Fungsi pers sebagai pembentuk opini
berpengaruh menetukan perjalanan pengelolaan negara, (3) media sebagai sumber gagasan ,
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sebagai pencipta atau penyalur gagasan yang mendorong perubahan. (4) Pers dan media menjadi
indikator penting kedewasaan demokrasi, (5) Sebagai pengontrol atau penyalur control public yang
bersifat control social (6) pers atau media sebagai pendidik, pengembangan social responsibility,
social commitment dan lain — lain.

Secara esensial, media bukan sebatas sebagai entitas yang menyalurkan informasi dan opini dari
kekuasaan negara saja, tetapi menjadi kunci penting kelancaran komunikasi penyelenggara negara
dengan public, dan menjadi indikator penting kedewasaan demokrasi.

PENUTUP

Media mempunyai posisi strategis dalam mendukung jalannya demokratisasi kehidupan berbangsa
dan bernegara. Namun untuk membangun karakter media yang independen, transparan dan bebas
dari kepentingan politik maupun bisnis, bukan pekerjaan yang mudah. Sebab dibutuhkan proses
panjang dan niat politik dari kekuasaan negara yang sudah terlampau lama menjadikan media
sebagai instrument politik.

Karena itu, dengan Undang — Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaann Informasi,
yang memiliki semangat membangun masyarakat informasi yang terbuka dan sejahtera, maka
kekuasaan negara juga harus tunduk untuk membuka informasi kepada masyarakat. Memang
problem ketertutupan dan serba rahasia menyangkut kinerja pemerintah, bukan semata — mata
adanya berbagai kebijakan yang memberikan kekuatan kekuasaan negara untuk mengensdalikan
media massa, tetapi aspek kultural yang erat berkaitan dengan pola komunikasi paternalistik pejabat
negara, juga memiliki andil besar pelembagaan ketertutupan.

Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika pemberitaan media yang sudah berpijak kepada kaidah
transparansi informasi, justru menuai kecaman dari elite dalam kekuasaan negara, yang terganggu
dengan transparansi informasi yang disebarkan media. Pada sisi lain, tidak dapat dinafikan, ada
media massa yang tidak transparansi dan tidak menjaga independensi karena memaknai kebebasan
berkomunikasi dan berekspresi secara sepihak merujuk kepada kepentingan sendiri.
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dan surat kabar cetak.
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